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ABSTRAK 

Nur Hafifah. Implementasi Kebijakan  Penetapan Lokasi Permukiman Kumuh (Studi Di Kelurahan 

Cempaka Kota Banjarbaru) 

 
Tujuan penelitian Untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Kebijakan Penetapan Lokasi 

Permukiman Kumuh (Studi Di Kelurahan Cempaka Kota Banjarbaru) pada Dinas Perumahan dan 

Permukiman Kota Banjarbaru. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian kualitatif dengan dengan menggunakan tipe deskriptif. Sumber data yang digunakan 
bersifat primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi kebijakan 

penetapan lokasi permukiman kumuh Kota Banjarbaru sudah berjalan dengan baik, namun dalam 
pelaksanaannya masih terdapat kekurangan yang terjadi. Seperti indikator sumber daya manusia yang 

terkombinasi beberapa instansi menyebabkan penanganan tidak mencapai sasaran. Untuk indikator 

komunikasi yaitu dari sisi transmisi, implementasi kebijakan pemerintah dilakukan melalui kegiatan 
sosialisasi serta kejelasan dan konsistensi.Untuk indikator disposisi, para pelaksana kebijakan sudah 

memiliki komitmen dan memiliki sikap demokratis untuk melaksanakan tugas dengan baik. Dan untuk 

indikator struktur birokrasi, kegiatan sosialisasi dan pembuatan sk kebijakan penetapan lokasi 

permukiman kumuh sudah berpedoman pada SOP yang sudah ada. Terdapat faktor pendukung berupa 
adanya POKJA dan koloborasi dengan program KOTAKU. 

 

Kata kunci : Implementasi, Kebijakan, Permukiman Kumuh 

 

ABSTRACT 

Nur Hafifah. Implementation of Slum Location Determination Policy (Study in Cempaka Village, 

Banjarbaru City) 

 

The purpose of the study was to find out how the implementation of the Slum Location Determination 

Policy (Study in Cempaka Village, Banjarbaru City) at the Banjarbaru City Housing and Settlement 

Office. The research method used in this study is qualitative research using a descriptive type. The 
data sources used are primer and secondary. The data collection techniques used in this study were 

observation, interviews, and documentation. The results showed that the implementation of the 

Banjarbaru City Slums settlement location policy has been going well, but in its implementation there 
are still shortcomings that occur. Such as human resource indicators that are combined from several 

agencies, making handling not achieve the target. For communication indicators, namely from the 

transmission side, the implementation of government policies is carried out through socialization 
activities as well as in terms of clarity and consistency. For disposition indicators, policy 

implementers already have a commitment and democratic attitude to carry out their duties well. And 

for indicators of bureaucratic structure, socialization activities and making policy decrees for 

determining the location of slums are guided by existing SOPs. There are supporting factors in the 
form of POKJA and collaboration with the KOTAKU program. 

 

Keywoad : Implementation, Policy, Slum Location 
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